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ABSTRAK

HERIANTO YUNUS, Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan
No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg), (dibimbing oleh H. Sudirman L dan Fikri)

Penelitian ini mengkaji tentang eksekusi sengketa harta warisan (studi
putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg). Penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan,
yaitu: 1). Bagaimana proses penyelesa sengketa harta warisan (studi putusan No.
416/Pdt.G/2016/PA.Prg). 2). Bagai eksekusi terhadap harta warisan dalam
perkara No. 416/Pdt.G/2016/P an dalam eksekusi harta warisan

pada perkara No. 416/Pd ian ini adalah penelitian lapangan
(field research) dengan g i

nyelesalan sengketa harta
dilansAgama. Pada proses
aan Setempat
apabila ada
cara sukarela
gketa harta
pa pihak yang
tua sebagai
Cerma alias
dilan Agama

kum tetap maka dilak
yang dilalui oleh Pengadi
2 perkara ini terjadi perl
ergugat, dalam hal ini O
batan-hambatan yang di

bahwa menguasai
objek se a penegakan
hukum kum lainnya
yaitu pi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ..ottt i
HALAMAN JUDUL PENGAJUAN ...ttt iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..ottt iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING ........coccoooeeieeiieeeeeeeen Y,
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUII ...ovveee e Vi

2.2.3. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan .............cccccooennennen. 23
2.3. Tinjauan Koseptual (Penjelasan Judul) ..........ccoceoiiniiiincncinnnn. 25
2.4. Bagan Kerangka PiKir..........ccoooiiiiiiiiiicssseseese e 27

Xi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1, JeniS PENEITIAN ....o.veiiiiiieieeeee s 28
3.2. Pendekatan Penelitian...........cccoeveieiiiese e 28
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian...........cccocvvvvininininnese s 29
3.4, FOKUS Penelitian ........cccooeiiiiiieees s 30

3.5. Jenis dan Sumber D IQUNAKAN ..o 30

6/PA.Prg Di PA Pinran
am Eksekusi Harta War
2016/PA.Prg di PA Pin

PAREPARE

xii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR TABEL
No. Tabel Judul Tabel Halaman
2.3. Bagan Kerangka Pikir

13l

PAREPARE

Xiii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran Judul Lampiran

1 Surat Izin Melaksanakan Penelitian

at 1zin Penelitian

PAREPARE

Xiv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kematian sering menimbulkan. akibat hukum bagi ahli warisnya, salah

satunya mengenai pembagian har ematian tidak akan bisa dihindari oleh

manusia bagaimanapun car a memutus hubungan antara

manusia yang tela dengan masih hid nun kematian seseorang
ahli waris
latkan serta
enyelesaikan

tur hubungan sesama apkan Allah

n, yaitu berpindahnya h atian. Harta

yang d seseorang yang telah mening pengaturan
tentang yang berhak n atau sebag aris, berapa
jumlah Jiterima oleh aimana cara men( nnya.? Idris
ufik Yahya mendefi wa hukum kewarisa seperangkat

yang telah

g mengalif Joara-ear= peraliher bk dari ses

uan tersebut

berdasarkan pada wahyu llahi yang terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasannya yang

“Yona Evanita, Eksekusi Putusan hakim Sengketa Pembagian Harta Warisan terhadap Tanah
di Pengadilan Agama Padang Panjang, ( Tesis; program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, 2017), h.1.

2Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia
Group, 2015), h. 3.
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diberikan oleh Nabi Muhammad saw., dalam istilah arab disebut Faraidh. Dalam

(13

literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau “kewarisan”. Kata
tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut

“pusaka”. Bentuk kata kerjanya “waratsa yaritsu” dan kata masdarnya “mirats”.

Sedangkan kata waris adalah orang ye andapat warisan atau pusaka.®

Aturan tentang wari Qur’an dan hadis. Di dalam al-

Qur’an telah dijelaske a1 ketentuan ebut yaitu dalam surat an-
nisa ayat 7, 14, 33, 176, surat al-Bagarah ayat 180, dan dalam surat al ahzab ayat 4-6.
al-Qur’: ] rta warisan,
namun i 5an menurut
hukum seringkali menimbulkan i an hari, baik

itu me i erhak menerima waris pun ai besarnya

tersebut.* Dan yang bany; emui - dalam

ata cara pembagian harta w ang

jian harta wa abila salah s waris telah

ingin mem dalam pasal
188 Ko Hukum Isla
mengajukan

pagian harta
an itu, maka

SMaryati Bachtiar,”Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan
Gender”, Jurnal llmu Hukum, Vol. 3, No.1, 2015, h.10

*Yona Evanita, Eksekusi Putusan hakim Sengketa Pembagian Harta Warisan terhadap Tanah
di Pengadilan Agama Padang Panjang, h.5.

*Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 188 (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 2000), h. 85.
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Pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa pembagian warisan wajib dilakukan
apabila salah satu ahli waris menghendaki dalam membagi harta warisan. Pembagian
harta waris dapat dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara damai,

melakukan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah

dan mufakat. Namun tidak tertu nungkinan akan terjadi sengketa waris.

Apabila pembagian dengan asil, sehingga menjadi suatu

persengketaan, maka § pihak berhak n paya litigasi yaitu dengan
asalah yang
waris tidak

sa, menjaga diri dan m dari godaan

hidup yang konsumti pat menjaga

uarga serta menimbulk
eninggalan dari pewaris.®

lan Agama

sedang berseng rkara ke an Agama,

penggug yerahkan su

it atau tepﬂnipk“m itu s

etua Pengad Jama tempat

tinggal gatan harus
bertang dalam kasus
warisan” pe at harus melawan sa satu ahli wa ergugat pada saat
penggugat mengajukan surat gugatannya harus memuat apa yang dituntut terhadap
tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut bahwa tuntutan itu harus terang dan

tertentu.

®Andi Afandi, Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/pdt.G/ 2015/ PA
Prg), (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga STAIN Parepare, 2015), h. 5.
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Setelah ditandatanganinya atau ditandatangani oleh wakilnya penggugat
mendapatkan surat gugatannya. Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat harus
pula membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya

pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Jadi beracara perdata memang

tidaklah tanpa biaya, tetapi terhad: s tersebut adalah pengecualiannya bagi

mereka yang tidak mamp mampu dimungkinkan untuk
beracara secara cuma mohonan izin kepada ketua
Pengadilan Agama, yang ha i i at keterangan tidak mampu dari
camat jawab pada
hari sid:

an atau catatan yang jat itu telah

i dalam daftar yang di maka Ketua

ukan hari dan jam w.

ma perkara tersebut sedan perdamaian
1.R, Hakim
aikan kedua

, juga tahap

ah putusan
yang me Kl 0asdr-aasa ; ang at da K3 ai-nilai keadilan,

kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang Hakim. Dalam

’Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Cet:l, Yogyakarta, 2016) h.11

®Retnowulan Sutantion dan Iskandar Oeripkantawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 30.
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pemeriksaan perkara warisan adalah sangat penting menentukan dalam
mempertimbangkan putusan Hakim.
Pada Pengadilan Agama Pinrang telah dijumpai banyaknya sengketa warisan

mengenai pembagian harta warisan dan penentuan ahli waris. Salah satunya perkara

warisan Nomor: 416/Pdt.G/2016/PA:F engenai pembagian harta warisan. Dalam

perkara ini terdiri dari 6 ora gat, satu Tergugat dan satu Turut

Tergugat. Empat pen terdiri istri engugat | (istri pewaris),

ut T alah penerima gadai. P harta benda

abri seluas kurang le perumahan
seluas k
lebih 5C

15, keb

M, Emas dengan bera ' eluas kurang

ete mitsubshi, tanah peru

pa seluas ku ak sawah se rang lebih 1
hektar , seluas kurang lebi perumahan urang lebih

17x 19

lan AganPPAaRlErPNR&E isteri pe endapat 1/8

bagian 1/5 bagian
puan ketiga
mendapat 1/5 bagian ashabah bersama anak laki- laki (ashabah bil ghair) atau 8/45
dari harta warisan, anak laki- laki pewaris mendapat ashabah 2/5 bagian (ashabah bin
Nafsi) atau 16/45 dari harta warisan, anak perempuan keempat mendapat 1/5 bagian

ashabah bersama anak laki-laki (ashabah bil ghair) atau 8/45 dari harta warisan,
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Tergugat atau Turut Tergugat (pihak ketiga) yang memperoleh hak darinya untuk
menyerahkan bagian para penggugat dari harta warisan, menyatakan transaksi gadai
dan jual beli tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut

diputuskan dengan pertimbangan hukum Islam.

Putusan Hakim Pengadila a_tersebut memutuskan perkara dengan

pertimbangan hukum sesuai Putusan Hakim tersebut telah
mempunyai kekuata ya san Hakim tersebut dapat
dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Melihat permasala terurai di atas
penulis WARISAN

(Studi P

akang yang telah dike A ok masalah

adalah usi sengketa harta No.
416/Pdt ) n sub-sub masalah tersebut
1.2.1. E 3 i arta warisan putusan No.

1.2.2. warisan da

1.2.3. isan perkara

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.3.1 Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa harta warisan di Kab. Pinrang.
1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana eksekusi terhadap harta warisan dalam perkara
No. 416/Pdt.G/20 16/PA.prg di PA Pinrang.

1.3.3 Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam eksekusi

terhadap harta warisan perka 16/2016/Pdt.G/PA.Prg di PA Pinrang dan
bagaimana cara meng
1.4 Kegunaan Pene

enelitian,maka penelitia dapat memberikan kegunaan

i diharapkan menambah ada ataupun
an mengenai penelitian : memberikan

elesaian pembagian h dari hukum

am terhindar dari dosa,dap acuan untuk

jutnya meng an Harta War

1.4.2 K Praktis

bermanfaat

sengketaFﬁerEtPi\/\EEmenurut

dalam ha yikapi dan

Islam, dapat

susnya yang
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur baik itu berupa buku, jurnal

ilmiah, artikel dan skripsi yan beberapa penelitian terdahulu yang

membahas tentang E ;. Beberapa Penelitian ialah

sebagai berikut:

an Putusan
Ambarawa
(Studi omor: 0224/Pdt.G/20 . | kajiannya
yang telah mempunya etap sebagai

perkara sengketa, waj -pihak yang

a. Apabila sebuah putusany yai kekuatan
ukarel

ut

g bersengketa
untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tentang persengketaan harta bersama yang

telah disepakati kedua belah pihak sebelum dikeluarkannya putusan itu dan kepada

®Faisal Ismail. “PelaksanaanPutusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di
Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)”. Skripsi
(IAIN Salatiga 2015). h.9.
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perjanjian perdamaian tersebut dijalankan eksekusi. Dengan penelitian ini, peneliti
berupaya mencari jawaban atas dua pertanyaan utama yang menjadi rumusan
masalah. Pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi dasar ketua Pengadilan

Agama Ambarawa dalam menjalankan eksekusi terhadap sengketa harta bersama

setelah adanya kesepakatan perd tang pembagian harta bersama antara

pihak I dan pihak I1, pertan menjadi keabsahan berita acara
eksekusi tanpa tanda

Berdasarkan ji i isal Ismail maka yang
menjad oleh peneliti

adalah lan Agama.

Perkara ini itaati oleh pihak-pihak ara sukarela.

Sedang itian yang dilakukan ol (S gan peneliti

sendiri al Islam membahas te sek gketa Harta
rceraian yang ada di Penga gama awa dengan

0224/Pdt.G/ n peneliti as tentang

eta Harta Kewari di i rang dengan

No. per 6/Pdt.G/2016

dan Nomor
angan hukum
Islam terhadap  pembagian arisan  dalam  perkara putusan  No.

284/Pdt.G/2015/PA.Prg dan Nomor 33/Pdt.g/PTA.Mks dan untuk mengetahui alasan
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10

banding dan putusannya dalam perkara nomor . 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dan Nomor
33/Pdt.g/PTA.Mks.*°
Persamaan penelitian Angga Setiawan Hermanto dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang pembagian harta warisan di

Pengadilan Agama Pinrang sed rbedaan penelitian Angga Setiawan
Hermanto dengan peneli ga Setiawan memfokuskan
penelitiannya kepad warisan di ukum Islam dan dalam
perkara tersebut me n kepada perkara No. /2015/PA.Prg dan telah

0. Perkara

litian ini sendiri memfo usi sengketa

engadilan Agama Pinra ersebut telah

, sehingga putusan Ha Jilaksanakan

ak. Dari perkara tersebut dala a penelitian

untu an kara pada
2016.PA.Prg.
)wi Pambudi, ‘Pen ele

perkara harta waris t¢ ) pembagian
harta w i Ka P af N . 4 K kajian yang

akim dalam
memutuskan putusan  No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt telah sesuai dengan unsure

keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti

Angga Setiawan Hermanto”. Analisis Hukum Pembagian Warisan ditinju dari Hukum Islam
Studi Kasus Putusan No. 284/Pdt.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/pdt.g/PTA.Mks”. Skripsi SI
(UNHAS Makassar), h. 10.
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yang tergugat tunjukkan. Kedudukan Hakim dalam persidangan merupakan penegak
hukum yang diharapkan sebagai pengambil keputusan yang adil. Kedudukan tersebut
harus disiapkan oleh seorang Hakim untuk dapat menuntaskan kasus seberat apapun

tanpa tanpa adanya persepsi hambatan atau kendala.*

Berdasarkan hasil kajian oleh Ryan Dwi Pambudi maka yang

menjadi persamaan dengar ama-sama membahas tentang
penyelesaian sengke a. Penyelesaian tersebut

imbang ; jelissHakim dalamsmenyelesai perkara dan
dalam belah pihak
jadi perbedaan penelitia h Ryan Dwi
ini bahwa penelitian ini perkara No.
gan membahas tentan n kewarisan
raa telah memiliki kekuatan huku Jilan Agama

oksekusi ters i ara tersebut

apakah putu ma Pinrang dapat akan sesuai

n akhir Majelis Ha gkan penelitian ya akukan oleh

budi bahn AR&M [R(E waris ter

)erkara harta
erkara No.
97/Pdt.G/2014/PN.Skt.

Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya

pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap

Y“Ryan Dwi Pambudi, “Penyelesaian Perkara Waris Terhadap Pembagian Harta Warisan
(Studi Kasus Putusan N0.97/Pdt.G/2014/PN.Skt). Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah, h. 1.
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perkara warisan, kemudia hambatan Hakim dalam menentukan putusan terhadap
perkara warisan di Pengadilan Negeri Surakarta.
2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Eksekusi

2.2.1.1. Pengertian Eksek
Eksekusi merupaka k terpisah dari pelaksanaan tata
tertib beracara yang ebagai pedoman tata cara
malaksanakan R/RBg pada pasal 195
sampai Pengadilan
berasal i i b : esia dengan
istilah ”. Dalam HIR/RBg p ; ama dengan

utusan  (tenuitvoer le en). Istilah

nyai arti melaksanakan an Pe
ini istil utusan” sepertinya sudah kan umum, dan
hampir pengguna me isti sanaan putusa
is Eksekusi
arela

pihak ypAkmE PeksnlE sendiri |

Pengadilan

Y2Yanuar Putra Erwin,”Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan
Hubungan Industrial”, Naskah Publikasi DPR RI, 2015, h.6
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2. Dengan Paksaan.
Yaitu menjalankan putusan Pengadilan, yang merupakan suatu tindakan
hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak

mau menjalankan putusan secara sukarela.'®

2.2.2.3. Asas Asas Eksekusi
1. Menjalankan putusan

a. Putusan Pengadil tidak banding.

2. Putus ij ecara sukarela.
3. Putu i atoir (memerintah/men

4. Eks an di bawah pimpinan egeri (Pasal

196 HIF :

5. Per PK tidak mengh anaan eksekusi (Pa ayat (2) UU
14 tahu serta perubah

6) Ekse us sesuai prA RaEJBaR R E

1. Pasal 195 s.d Pasal 224 HIR/Pasal 206 s.d Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara

eksekusi secara umum).

¥ Rum Nessa, Konfigurasi dan Dinamika Hukum Pengadilan Agama. Surabaya. Alaf Riau.
h.88.

Rum Nessa.Konfigurasi dan Dinamika Hukum Pengadilan Agama. Surabaya. Alaf Riau.
h 90.
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2. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu).

3. Pasal 209 s.d Pasal 223 HIR/Pasal 242 s.d Pasal 257 RBg, mengatur tentang

”sandera” (gijzeling) berdasarkar 2 Tahun 1964 dianggap bertentangan dengan peri

kemanusiaan, sehingga tidak efekti

4.Pasal 180 HIR/Pasal 2000 dan SEMA Nomor 4

Tahun 2001 (tentan punyai kekuatan hukum.

pelaksanaan

I, yakni:

bayaran Uaj
Si pembayar h eksekusi a hubungan

arus dipeﬂfxeni AmnaE iktum , dalam hal

I segi sifat

am eksekusi
ini bahwa tergugat tidak mempunyai uang, tetapi hanya mempunyai barang bergerak,
atau mempunyai uang namun tidak mencukupi untuk membayar seluruh jumlah uang
yang harus dibayarkan, tetapi diamempunyai barang, maka diperlukan aturan khusus,

yang menjadikan eksekusi jenis ini dibedakan dengan jenis eksekusi yang ditentukan
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dalam Pasal 196 HIR/208 RBg. Dalam eksekusi pembayaran uang ini, apabila
tereksekusi tidak memiliki uang, atau mempunyai tetapi jumlahnya kurang untuk
memenuhi hutangnya, maka pihak pemenang mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan yang memutus perkaranya agar menyita barang tertentu milik tereksekusi

untuk selanjutnya melelangnya hasil lelangnya diserahkan kepada
pemohon eksekusi.
1)  Eksekusi Mela

eseorang dihukum untu anakan suatu perbuatan.

kan tersebut tidak dapa

tidak semua orang m segala jenis

uran khusus, yang justru : kan berbeda

lainnya. Eksekusi diatur da , 259 RBg

3) Ekse il Adakalan Hakim me kan kepada
ita a dengan b gadilan dan erlu dengan
t negara, me mah oleh ora g terhukum.

kusi riil |P1ArrnaEIP Ann Eadap pe
N

lelang, yaitu
2 Pengadilan

yang telah

dijual lelang, dikosongkan oleh orang yang barangnya dijual itu.
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2.2.6 Prosedur Pelaksanaan Eksekusi

a. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaiman diatur

dalam pola bindalmin dan peraturan terkait

b. Ketua Pengadilan agama menerbit penetapan untuk aanmaning, yang berisi

perintah kepada jurusita supa ohon eksekusi untuk hadir dalam

sidang aanmaning.
c. Jurusita/jurusita p emanggil termohon

sidentil yang

(delapan) hari dalam p an eksekusi
eksekusi belum melak usan, Ketua
kan perintah pelaksanaa i.f. hal eksekusi

a oleh ketua, panitera dan term )alam sidang

hukumnya, maka ketua Pengadilan agama yang bersangkutan meminta bantuan

3Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara
Perdata, h. 46.
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kepada ketua Pengadilan agama yang mewilayahi objek tersebut dalam bentuk
penetapan ( Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 butir 1).
g. Dalam hal eksekusi tersebut dalam butir ke 5, diajukan perlawan baik dari

perlawanan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan

diperiksa serta diputus oleh Pengadi ma yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat

(6) HIR/Pasal 206 ayat (6) R an Mahkamah Agung Nomor 01

Tahun 2010, butir 1 hal pelawan d awanannya meminta agar
berwenang
2 Pengadilan
usi, dengan
ka waktu 2X24 jam ulis kepada
ng meminta bantuan t yang telah
adanya penangguhan e sal 195 ayat
ayat (5) dan (7) RBg serta Mahkamah

01 Tahun 20

I. : pelaksanaan pu nai suatu perbua pabila tidak

secara sukarela, sejumlah Pasal 225
RBg ) P]AeHsEPskﬂ/Eeperti ek pembayaran
tidak dapat

melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat
mengajukan kepada ketua Pengadilan agama agar termohon membayar sejumlah

uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.
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k. Ketua Pengadilan agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan

apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.

|. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam

penetapan ketua Pengadilan agama.

m. Apabila putusan untuk uang tidak dilaksanakan secara

sukarela, maka dilaks barang milik pihak yang

dikalahkan ( Pasal 2 sal 214 s/d Pasal 22

n. Putus g, misalnya
sebidan 3 o al t kekuasaan

negara.

yang telah

embali oleh

alah melapo | tersebut di

sisan) atau mengaj gatan untuk

bila diminta
ar - sengketa

bezit/kedudukan berkuasa.

r. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan
(dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang

berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka
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barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib

diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
s. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada ketua Pengadilan agama.

t. Eksekusi pemulihan hak dilakukan urut tata cara eksekusi riil. Apabila barang

tersebut sudah dialihkan kepa: ohon eksekusi dapat mengajukan
gugatan ganti rugi senilai
ekuatan hukum tet

u. Apabila putusan ian terjadi perdamaian di

tian hukum,
keadila an. i ida dah untuk
hukum dan

keadila i ; 3 komponen

gobalisasi.
kesadaran,
pelayanan dan penegakan hukum yang herintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan

kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang semakin tertib dan teratur.

®Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara
Perdata, h. 153.
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Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan
sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat
ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tombak utama dalam Negara bahkan

yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi

penegakan hukum mengibatkan seti keta antar sesama warga, antar warga

Negara dengan Negara, N in. Dengan demikian, penegakan
hukum merupakan sy ara Indonesia yang damai

dan sejahtera.'’

nilai hukum
yang hi emandiria orma hukum
dengan i, mematuhi etika dan mperhatikan
doktrin : dangan para Ahli huk : vilan sebuah
putusan ri_hukum positif men : stian  hukum
sebagai hukum. Karena ketertiban atau keterat tidak in terwujud
tanpa a aris-garis pe sti. Keteratu ya akan ada
jika ada ian dan untu hukum haruslah d alam bentuk

yang pa (tertulis).

untuk rena hukum
ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau
harmonisasi kepentingan manusia. Dalam perkembangan hukum dan kenyataannya,

tujuan hukum tidak hanya berasaskan pada keadilan dan kepastian, tetapi juga untuk

YFance M.Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, 2012, h. 284
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mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara. Sebagaimana
diungkapkan oleh penganut aliran utilitarian dengan teori welfare state-nya. Karena
itu, menurut Gustav Radbruch bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.'®

Penganut aliran sosiologis ’ menempatkan hukum dari segi
kemanfaatannya bagi kehic nya, hukum dibuat adalah untuk
mencapai kesejahtera hukum bersumber dari
0 masyarakat mempunyai
rnya hukum

masyarakat

ptanya masyarakat yan Jan makmur

pengejawantahan Hak ) tinggi asas

ali nilai-nilai hukum ya arakat. Oleh

am memberikan putusan senantiasa

berdasarkan ma hukum, hukum, dan

doktrin yang hidup, i dil i 3 iban hukum

dalam

yang dapat
m (rumusan
pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi
juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan Hakim yang

berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta

BA Salman Maggalatung,”Hubungan antar Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam
Pertimbangan Putusan Hakim”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 186
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yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan Hakim tanpa
terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara professional kepada publik (the truth and justice).

Putusan Hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran

dan yang dapat membawa kemaslaha Ji. masyarakat luas, bangsa, dan negara.

Selain itu Hakim h agar putusan-putusannya tidak

ketinggalan dengan : . : atan putusan Pengadilan

rasa ke laksanakan dan dapat d skan pencari
laksana kekuasaan keH

memeriksa, mengadili, terikat pada

ian putusan
bagian besar
enciptakan
sebut tidak
engandung

kontroversi yang berlebihan baik dalam’sisi substansi perkara maupun substansi
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hukum yang digunakan dalam sebagai dasar mengadili, dan putusan tersebut

sesuai dengan kondisi jaman sehingga dapat dilaksanakan.*®
2.2.3. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu

sendiripun berdimensi banyak idang, misalnya ekonomi, maupun
pakan hal yang senantiasa

dijadikan topik uta ng berhubungan dengan

menemuka sebenarnya.

tidak mampu memba “panglima”
dalam , sebab hukum dikebi orang yang
mampu ang yang memiliki kekua

dengan peng langga masa lalu i penegakan
um, keadil a yang tidak sahkan dari
AM. Seperti ilan senantia ertentangkan

dengan ketidaka#hlﬁaEﬁ Rnﬁ Eadilan ma itu pun ada

Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles.

19Sri Sutatiek,”Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus
Perkara Agar Putusannya Berkualitas”, Arena Hukum, Vol. 6, No.1, 2014, h. 4
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Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang
adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan
hukumnya. Sselanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan: “Dalil hidup manusia

harus sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang diterima saat itu, dan oleh

sebab itu, dalam pandangan manusi Jh pemikiran manusia harus didasarkan

pada kodratnya tadi, sehingg andang tentang hal yang “benar”
dan “keliru”. Untuk : usia tadi, setiap manusia
gasan keadilan, sehingga
lengan alam

di, sehingga

entang hal yang “benar”

ran kodrati manusia t seharusnya

suai dengan gagasan k anusia dapat

mel an hal-hal yang bertentangan n al pat manusia

kim secara meletakkan
formal) dan
yang terjadi

keadilan nhn ERAnRIEaIah satu enganggap

g kemudian

adalah

bahwa
membawa pada pemikiran bahwa u terjadi disparitas antara keadilan dan
ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau

dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.?

DTotok Sugiarto,”Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum”, 1US, Vol. 02, No.01, 2015, h.
12
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2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul
yang diteliti, Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No.

416/Pdt.G/2016/PA.PRG ).Adapun uraian pengertian dari judul yaitu:

2.3.1 Eksekusi

Eksekusi adal yang telah mempunyai

dijalan kan secara paksa

ngartikan sengketa (di taan publik

ak selaras (inconsiste suatu yang

dunia, yang
rangi biaya

jenasa(

Z'3alim, Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum, (Raja wali pers.jakarta 2010) h. 81.

2Amin Husain Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Kompratif Mujtahid dan
Komplikasi Hukum Islam ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.57.
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2.2  Kerangka Pikir

Eksekusi sengketa harta warisan adalah putusan Pengadilan yang merupakan
rangkaian dari proses peradilan, dimana di dalam eksekusi terjadi suatu konflik atau

perkara yang membutuhkan penyelesaian terhadap konflik tersebut sehingga dalam

penyelesian sengketa tersebut p adilan. Jadi eksekusi sengketa harta

warisan tersebut, dari segi sengketa, dan keadilan akan

diselesaikan berdasar

13l
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2.3 Bagang Kerangka Pikir

Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan
No. 416/Pdt.G/2016/Pa.Prg)

Teori Eksekusi Teori Putusan

Teori Kepastian
Hukum dan Keadilan

Konflik/perkara Keadilan

Putusan Hakim

Mengabulkan Gugatan

Penggugat

2. Pembagian Harta
Warisan

3. Eksekusi Sengketa Harta

wiarican
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada

pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian

dalam buku tersebut, mencakup b ian, yakni jenis penelitian, lokasi dan

waktu penelitian, fokus p r data yang digunakan teknik

an lapangan
adian secara
al, mengenai faktor-fa yang saling
skan hubungan dari per g diteliti.
32 P n

unakan 2 pendekatan dianta
321Y ormatif

an yuridis n i dekatan yang dila berdasarkan

utama deng -teori, konsef p, asas-asas

nelitan ini.

ang diterapkan
dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah

kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

2Tim Penyusun, Pedoman penulisan karyah ilmiah (makalah dan Skripsi), Edisi
Revisi(Parepare; STAIN Parepare, 2013), h.30.

28
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.3.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini

adalah Pengadilan Agama Pinrang.

1. Profil dan Sejarah Pe inrang Kelas 1B
Nama

Alamat el. Maccorawalie, ang Sawitto

bentukan Pengadilan A
Berdirinya
an yang dilakukan ole Ma Agung dan
man menurut UU/UUD 1945 Pasal 24 (1).
n iman diatur deng /UUD 1945

satu bagian
sal (4).
0. 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
3. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B
Memperhatikan Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, karena sistem
hukum di indonesia dikenal sebagai Pluralistis sifatnya dan terdiri dari berbagai

hukum di Indonesia diantaranya:
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1. Hukum Adat.
2. Hukum Islam.
3. Hukum Perdata.
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB
Visi
e “ Terwujudny yang Bersih, Berwibawa dan

n Pengawasan yang tere
n kesadaran dan ketaata
n kualitas administrasi d

an sarana dan prasarana huku

dan Keadilan Menuju

Ringan;

dilan;

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara

individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian.
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Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil

interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

1. Hakim
2. Panitera
3. Jurusita

3.5.2 Data Sekunder

Data Sekunde diperoleh secara tidak
dukung atau
peroleh dari

2t (downlo

liti mendapatkan data urat entik karena
pulkan sumber data b er d , yang

senelitian. Teknik pengumpulan data primer ata sekunder

adalah : am
merupakan pengam g dilakukan secara a, sistematis

ini penulis

dan sebagai

cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi.

*3ygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabert, 2008), h. 204.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



32

3.6.2 wawancara
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketka seseorang
yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara

langsung dalam pengumpulan fakt agai bahan kajian ilmu hukum empiris,

dilakukan dengan cara t ng dimana semua pertanyaan

disusun secara sistem n terterah se isu hukum, yang diangkat
dalam penelitian. a langsung dimaksud memperoleh informasi
ara tersebut

dicatat atau

ancara dilakukan untu Angan secara

lisan ¢ mencapai tujuan yai Drmasi yang

ng kompeten. Adapun telusuri dan

ara langsung kepada :

13l
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ang lengkap

3.7 Tehnik Analisis Data

3.7.1 Pengelolaan Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat

deskriptif analitis kritis, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang
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terkumpulkan diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam

suatu konsep dan kategori tertentu.?®

3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan a data yang digunakan adalah kualitatif

terhadap data sekunder dan a, data dikonstruksi berdasarkan
isi dan struktur pemb n eksekusi sengketa harta

warisan di Pengadil Pinrang.

13l

PAREPARE

Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Cet. I1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
%63aifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, h. 40.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Putusan No.
416/Pdt.G/2016/PA.Prg

Permasalahan harta warisan

menimbulkan sengketa atau masalah bagi
ahli waris, karena langsun enda seseorang sehingga sering

erebut harta benda untuk

dilan Agama. Masalah enimbulkan

ahli waris, karena la harta benda

eh manusia dianggap g berharga.

aris ini bisa
, orang yang

S. Bisa juga

ena dianﬁaﬂhlﬂ/aﬁ &rh anipulasi peninggalan
2 dalam hal
kewarisan apabila tidak dapat diselesatkan dengan jalan damai atau musyawarah
secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat
menempuh jalan ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

34
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yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dll. Oleh karena
itu, bagi pencari keadilan khususnya orang-orang yang memiliki perkara dalam hal
kewarisan maka dapat mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dengan

mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan

n Penetapan
cara dengan
gama Pinrang terkait ' lesaian atau
a Pinrang Khususnya d a Peneliti telah
anc an Majelis Hakim Peng : g dalam hal

sul eliau mengatakan bahwa

prosesnya it endaftarkan
ya di Meja |, m ) kemudian
kan Majelis ebut (PMH),
a itu proses awalny:

sebagaimana tugas yang telah ditentukan di Meja | Pengadilan Agama yaitu
menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi,

eksekusi, penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja | juga memberikan

?’Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020
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penjelasan-penjelasan sepanjang yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang
diajukan. Kemudian setelah itu, menaksir panjar biaya perkara, Membuat SKUM
(Surat Kuasa untuk Membayar), menyerahkan berkas kepada kasir. Kemudian, kasir

menerima panjar biaya berdasarkan SKUM, menandatangani SKUM/Kwitansi

sampai dengan Penetapan Majelis H H). Dalam waktu selambat-lambatnya

7 hari, Ketua Pengadilan me ntuk memeriksa dan mengadili
perkara.
din sebagai Majelis Hakim

arta warisan

diajukan dulu di Penga
ilayah mana objek se

gugatan dan
emudian di

a, ditujukkan Panitera n Pengganti,
seterusnya. Saya kira it berperkara

masuk ke persidangan
ddin sebagai

Pengadilan ( erperkara di

tunya melalui taha an salah satu taha alnya yaitu

jugatan pRAmAnREsesuai de osedur yang

Kemudian tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada sidang pertama atau
sering disebut sebagai mediasi. Dalam hal mediasi ini penggugat dan tergugat

dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim

*Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020
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Mediator terhadap perkara tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah
pihak.
Oleh karena itu, terkait dengan perkara sengketa harta warisan yang

perkaranya ada pada salinan putusan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg dijelaskan

bahwa telah dilakukan mediasi un maikan kedua belah pihak. Akan tetapi

mediasi tersebut tidak ber njutkan ke persidangan. Dalam

hal mediasi, maka ak Syamsul i Majelis Hakim, beliau

mengatakan bahwa

hadir maka

Peraturan 0. 1 tahun

dilakukan mediasi m i emi hukum.

an terus tanpa mediasi : pihak hadir
i hukum atau sama d atan hukum

ddin ketika
dilakuk

maka dapat
sesuai dengan ada di salmarE)utusan te Dan disini

o 0 AN EP A R

al ini Bapak
Syamsul Rijal dan Bapak Baharuddinisebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama

Pinrang bahwa tahapan pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi yang sesuai

»Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

*Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020
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dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1l tahun 2016 harus melalui
PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait dengan mediasi. Dalam artian bahwa
apabila tidak dilakukan mediasi sebelumnya maka sama halnya ketika perkara
tersebut batal demi hukum atau sama halnya perkara tersebut tidak Berkekuatan
Hukum Tetap (BHT). Pada perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg telah dijelaskan
disalinan putusan bahwa upaya perdamaian atau mediasi antara kedua belah pihak
tidak berhasi sehingga dilanjutkan pada sidang selanjutnya. Pada salinan putusan

perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg telah dijelaskan bahwa:

“bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat
hadir di persidangan sedang turut Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah
diapnggil secara resmi dan patut, tidak datangnya tersebut buka disebabkan
suatu halangan yang sah. Bahwa berdasarkan pasal 154 RBg dan Perma
Nomor 1 'tahun 2016, Majelis Hakim terlah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menempuh
proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator oleh Drs. Muhsin, M.H
tanggal 23  Agustus 2016, ternyata mediasi tidak berhasil, karena kedua
belah pihak tidak mencapai-kesepakatan damai, selanjutnua oleh Ketua
Majelis Hakim membacakan surat gugatan dan perbaikan gugatan penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat™™

Pelaksanaan mediasi di/Pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 tahun
2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran
dalam ‘proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan
perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 tahun 2016 diundangkan sebagai
penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih

optimal dan berdayahguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di

$13alinan Putusan Perkara No 416/Pdt.G/2016/PA.Prg
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Pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka
kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta
perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan memalui sebuah putusan. Akta
perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Hakim. Kesepakatan

perdamaian merupakan penyelesai ng tuntas terhadap persengketaan, dan

kesepakatan yang telah di 3 perdamaian merupakan suatu

ertanggal 19
ugat. Dalam
.G/2016/PA. dijelaskan penggugat |
i, Penggugat Il yaitu j Laduatona,
hir bin Laduatona, Intan binti
Advokat/Pengacara yaitu [ . Kemudian

lias Cemma Laduatona,

setelah tan tersebut
telah di : ugat dengan
identitas ya K3 al ya elaska ats aka proses selanjutnya
yaitu masuk pada tahap persidangan pembacaan gugatan, maka hal ini dijelaskan oleh
Bapak Syamsul Rijal sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, beliau

mengatakan bahwa:

%?Rini Fahriani Ilham dan Ermi Suhasti,”"Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi
Putusan No.181/Pdt.G/2013/PA/YK, al-Ahwal, Vol. 9 No.1, 2016, h. 638
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“setelah proses mediasi tidak berhasil maka diberikan kesempatan kepada
penggugat untuk perbaikan gugatan dan setelah itu dibacakan gugatannya,
setelah dibacakan maka diberikan kesempatan kepada tergugat untuk
menjawab gugatannya, setelah itu prosesnya masing-masing diberikan
kesempatan dua kali kesempatan. Pertama penggugat dengan gugatannya,
kemudian tergugat dengan jawabannya. Setelah itu diberikan kesempatan
kepada penggugat untuk mengajukan replik. Kemudian tergugat dengan

, kemudian
aupun dari
diasi. Maka

ktian atau
9934

as dalam hal
ini Bay elis Hakim
Pengad selanjutnya
setelah selanjutnya
yaitu pe ban tergugat
di persi raktik, pada
enaran dalil

gugatan penggugat.

*3Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

%*Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020
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Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara
(ver weer ten pricipale atau materiel verweer) adalah tangkisan atau pembelaan yang
diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti jawaban tergugat

mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap

pokok perkara. Esensi bantahan ter ok perkara berisi alasan dan penegasan

yang sengaja dibuat dan di engan lisan atau tulisan dengan

maksud untuk melup aran dalil gu ituangkan tergugat dalam
jawabannya.
yang diatur
dalam p gugat, maka
sejalan i diserahkan juga sehela : tan, dengan
membe ) bahwa ia kalau ma tuntutan itu
dengan . is pemeriksaan perkara Pe menajalani
proses j enja etentuan mengenai jawab ab te dalam pasal
142 Rv enegaskan p nyampaikan awaban serta
replik d ik.

at berhak me , menurut pasal at (2) HIR,

partem maka kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan
tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan

jawaban atas jawaban tergugat.
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Kemudian hak tergugat mengajukan duplik. Duplik diartikan sebagai jawaban
kedua oleh tergugat. duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal
tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) yang

memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat

dan selanjutnya memberi hak kepac gat mengajukan duplik terhadap replik

penggugat. Sesuai denga ana, cepat, dan biaya ringan,

sedapat mungkin pra ksaan berjala efektif. Kemudian yang

terakhir turut tergugat untu
Kualifi perundang-

an terhadap

n tergugat dengan turu rut tergugat

an Hakim di Pengadil
n).

gat ini tidak

perkawinan
kan 4 orang
anak yaitu masing-masing bernama: '1) Carma alias Cemma binti Laduatona
(Tergugat), 2) Hj. Hajrah binti Laduatona (Penggugat I1), 3) M. Tahir bin Laduatona

(Penggugat Il1), 4) Intan binti Laduatona (Penggugat 1V). Bahwa almarhum
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Laduatona bin Masse meninggalkan ahli waris yaitu Omming binti Lahi (penggugat

I) sebagai istri dan 4 orang anak dan juga meninggalkan harta benda berupa:
1. Perumahan BTN Pepabri seluas kurang lebih 6 x 12 m2

2. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 x 15 M

3. Emas dengan berat 40 gram: gelang 20 gram, peniti 7 gram, rantai tali 10 gram

dan cincin 4 gram.

Sawah seluas kuran

© o N o 0 B~

10. uas kurang lebih 17 x 1

inan putusan No. 416/ ang menjadi

primer : u bahwa manerima dan n penggugat

peninggalan
pada salinan
gugat telah
lina putusan
Kemudian tahapan selanjutnya yaitu bahwa penggugat akan mengajukan
replik secara tertulis, namun sebelumnya penggugat telah mengajukan permohonan
secara lisan di muka sidang untuk mencabut permohonan sita jaminan (conservaoir
beslag) yang sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, selanjutnya

penggugat menyerahkan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat dilihat dari
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salinan putusan perkara No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. kemudian yang terakhir yaitu
bahwa tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya dapat
dilihat pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Setelah selesainya tahapan jawab menjawab dari penggugat maupun tergugat
maka tahapan selanjutnya yaitu pembuktian..Hal ini disampaikan oleh Majelis Hakim

dalam kutipan wawancara berikut ini:

“setelah itu tahap pembuktian dari penggugat maupun tergugat, setelah
pembuktian /maka dalam kewarisan itu-ada istilah Pemeriksaan setempat
(PS), itu untuk dilihat objeknya kalau diputusannya itu saya lihat ada sawah,
rumah, tanah, dll. Tujuannya PS itu kalau eksekusi supaya tidak hampa atau
barangnya tidak ada. Setelah pemeriksaan setempat maka terjadi kesimpulan
penggugat dan tergugat. sekarang 1tu kalau dieksekusi = ketika Pengadilan
turun untuk eksekusi biasanya barangnya tidak ada, bahkan sudah dijual
maka itu perlunya pemeriksaan setempat, bahkan kalau pihak meminta untuk
sita Jaminan maka kita lakukan dan ini bisa dilihat dari salinan putusannya
apakah diadakan sita jaminan atau tidak. “ 3

Penjelasan yang lain juga disampaikan oleh Bapak Baharuddin selaku Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang-terkait dengan tahapan selanjutnya setelah

proses jawab menjawab, beliau mengatakan bahwa:

“proses selanjutnya itu Majelis Hakim setelah mengetahui keadaan maka
turun dilapangan untuk. mengadakan pemeriksaan setempat yang di istilahkan
sebagail . PS. Tujuannya-itu-buntuk melihat-langsung.barang atau yang mau di
eksekusi. Setelah itu maka kedua belah pihak diperintahkan untuk
memberikan kesimpulan. Setelah kesimpulan maka tahapan selanjutnya yaitu
musyawarah Majelis dan terkahir itu adalah pembacaan putusan. Putusannya
itu ada dalam salinan™*

%Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020

%®Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020
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Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan proses pembuktian, dan juga
proses Pemeriksaaan Setempat yang diistilahkan dengan PS. Dalam salinan putusan
No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. telah dilakukan pembuktian baik itu dari penggugat

sendiri maupun dari tergugat. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam salinan

putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA bawa untuk menguatkan dalil-dalil

penggugat, maka pengguga t bukti tertulis, yaitu:

1. Foto Copy ser iliki No.176
i luarga Laduatona bin

gan bermaterai cukup,

apa nrang No
4. 0. 12-08-
5. beritahuan pajak terhut i an per desa
16 atas nama Tahir Om
at bukti tersebut, mak j engajukan 4
(empat)
1. r j Pinrang
2. beli udang,
3. PA R E Ptihunn,agEama Islam jaan petani,
4. , Pinrang

Bahwa atas keterangan saksi penggugat yang penjelasannya dapat dilihat di
salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg. keterangan saksi penggugat tersebut,
penggugat dan tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut.
Kemudian dari tergugat sendiri untuk menguatkan bantahan tergugat tersebut,

tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:
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1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 176 atas nama pemegang hak Tona bi
Dali

2. Foto Copy akta jual beli dengan No. 594.4/33/KC/PPAT/2007 bermaterai
cukup

3. Foto Copy akta jual beli No. 594.4/KC/PPAT/2014

4. Foto Copy surat perjanjian jual beli dari Tahir Omming kepada Dg.
Sese/Sunarti

5. Foto Copy surat pemberi
satuan Reskrim Res

6. Foto Copy sura

7. Foto Copy s
Laduatona,

angan hasil penyelidikan oleh kepala

mma binti Laduatona
leh tahir als LaTahe bin

kan 2 (dua)

1. Ilah, umur 40 tahun, age : Wartawan,

2. awang, umur 60 tahun jaan petani,

atas keterang g penjelasan at dilihat di
salinan No. 416/P ngan saksi gat tersebut,

sebut.

enyelesaikan
ya mengenai
kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Dalam
ketentuan hukum acara, saksi memiliki nilai kesaksian atau bernilai saksi sempurna
apabila memenuhi syarat formil dan materil tentang apa yang disaksikan. Saksi

seperti itu dinamakan saksi saksi yang auditu sedangkan saksi yang tidak memiliki
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nilai kesaksian atau tidak memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dinamakan

saksi yang testimonium de auditu.

Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan kepada

Majelis Hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang

berperkara dari adanya peristi . Saksi sebagai alat bukti dalam

hukum perdata mempu ekali hampir meliputi segala

bidang dan segala gketa perdata, han hal yang sangat terbatas

sekali ktian saksi

u akta ot gan adalah : a umumnya

ktian akta otentik bisa : erpijak yang

aan masyarakat terhada

gan saksi se aya, dengan

ahwa saksi tidak, saksi

apabila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka
kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Adapun syarat formilnya,

yaitu:

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



48

1. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi
saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata)

2. Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg
dan Pasal 1905 KUH Perdata)

3. Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR,
Pasal 175 R.Bg dan Pasal 19

4. Ada penegasan dari
ndang-undang
(Pasal 146 H

an haknya sebagai saksi, jika
durkan diri sebagai saksi

71 (1) R.Bg)

lam penggugat

gajukan saksi maka ta njutn susnya pada

risan maka dapat di se Pemeriksaan

setempat (descente) ad eriks engenai oleh

kedudukan

a yang dilakukan diluar ge atau

baran atau

oleh Hakim
ihak. Sering
juga disebut pemeriksaan di tempat atau Hakim itu sendirilah yang pergi ke tempat
objek harta terperkara dibantu oleh Panitera Pengganti dan dalam hal ini Hakim itu
dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu,
misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya, yang didapat diatas tanah

itu. Semua fakta yang didapat oleh Hakim disaat sidang ditempat dilakukan, langsung
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menjadi pengetahuan Hakim itu sendiri. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 24 R.Bg, atau
Pasal 1866 KUHPerdata, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima
alat bukti tersebut, dapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli

(deskundigenbericht) dan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaattsopneming atau

descente).

Pemeriksaan set IR, 180 RBG, 211 Rv, dan

SEMA Nomor 7 ta unyi sebagai berikut:

gkat seorang
itera untuk
auan dan pemeriksaan t digunakan

bangan oleh Hakim,

2. gp n tugas serta hasilny era tersebut
berita acara atau relaas yang akan_ditan ya dan para
aris tersebut.

3. ) jika tempat i u terletak di erah hukum

dilan itu, Mﬂ E)MiRIEda peme etempat agar

Dalam praktik persidangan, elemen pendukung pelaksanaan pemeriksaan
setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang
akan memeriksa dan memproses onjek perkara. Panitera yang membuat berita acara
tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berperkara

termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut.
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Pemeriksaan setempat adalah sidang resmi Pengadilan, maka oleh karena itu
para pihak harus hadir ketika pemeriksaan setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak
tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan setempat tetap dapat

dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Dalam

Konsideran SEMA No. 7 tahun disebutkan bahwa sehubungan dengan

banyaknya laporan dari p dari pengamatan Mahkamah

Agung, bahwa perkar: perdata yang tela nyai kekuatan hukum tetap

executable) karena objek perkara atas barang-barang
, luas, batas-

idak pernah

empat atas objek per ah Agung

riksa perkara untuk m an setempat

u dilakukan Majelis Ha leh Panitera

dibuat oleh
pan maupun
permintaan

atas suatu gugatan atau bantahan atau;jawaban agar Majelis Hakim mengabulkan

gugatan penggugat dan atau menolaknya. Kesimpulan para pihak diatur dalam Pasal
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28 (yurisprudensi) karena tidak diatur dengan yang lain maka hukum boleh

mengajukan atau tidak (bebas).*’

Para pihak dapat menganalisis dalil-dalil tambahan-tambahannya melalui

pembuktian yang didapatkan selama .persidangan sehingga mendapatkan sebuah

kesimpulan, apakah terbukti a penggugat akan meminta pada

Majelis Hakim agar di ditolak. Kemudian setelah
selesainya tahap kesi i i pun tergugat maka tahap
tusan. Pada
....... : 0 yang terdapa iambil oleh
gemukakan

dan tertutup

dijatuhkan
Kebijaksanaan,

profesionalisme, dan bersifat objektif.

$Feicy Filisia Ansow, “Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri”, Lex
et Societatis, Vol. IV, No.1, 2016, h.42
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Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan
harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta
jaminan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.8

tahun 1981 yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*®

Sistem hukum terka encapai keadilan yang sempurna,

namun Hakim harus da endekati keadilan. Di dalam

Negara demokrasi, nting perselisihan

gan cara yang adil dan
tidak setuju

dengan an yang dija y dilan. Namu arus percaya

ruhan, pen adalah suatu

proses suatu permasalahan de lah satu dari

a untuk mencapai tuj tukan yaitu

berbaga

an yang baik untuk meng

perumusan ai  macam

akan dalam IS menetapkan yang tepat
dan be alternative. (decision melibatkan
proses f, dimulpi EErP nanllEmengide alternative
pemeca h yang paling
kuat. Pada dasarnya, huk o K aturan ya Ktif dan prosedur

yang eksplisit. Manusia sebagai pelaku hukum tidak selalu dapat berfungsi secara
tepat dengan cara-cara yang objektif. Ruang Peradilan adalah miniature dunia sosial

yang bersifat human relation. Artinya, di Ruang Peradilan terjadi proses saling

%8Feicy Filisia Ansow, “Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri”, Lex
et Societatis, Vol. 1V, No.1, 2016, h.42
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mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara Hakin, Jaksa, Polisi, Pengacara
dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, maka perilaku dan penilainnya

dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya.

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa tahapan yang terakhir dalam

proses persidangan di Pengadi ait dengan sengketa harta warisan

yaitu pembacaan putu rupakan akhir dari prsoses
perkara di Pengadia timbangkan beberapa hal
ang diajukan
oleh pe dan terguga : persidangan.

akim telah

Sing-masing:

ng binti La i atona (anak

puan), HmniE FAnRaE( peremp . Tahir bin

' puan),

ggalan harta
warisannya dapat dilihat pada salinan putusan No. 416/Pdt.G/2016/PA.Prg

5. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Laduatona bin Masse yang
masing-masing bagiannya dapat dilihat pada salinan putusan No.

416/Pdt.G/2016/PA.Prg
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6. Menghukum tergugat atau turut tergugat (pihak ketiga) yang memperoleh
hak darinya untuk menyerahkan bagian para penggugat dari harta warisan
tesebut

7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

8. Menghukum penggugat gugat secara tanggung renteng untuk
membayar biaya pe
Oleh karena i pan-tahapan dalam proses
arisan _memiliki beberapa
jek sengketa
itu bera i ida , kemudian,
kemudian tahap jawab ggugat dan
khus perkara sengketa ha

gai aan Setempat (PS), set i empat maka

tahap lan enggugat dan tergugat yang tapa
ajelis Haki gan perkara
warisan pada persidangan

dan se i n i ili S putusan No.

IPAPIG PAREPARE

an, indonesia
adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan
penyelenggaraan kekuasaan kepenegak hukum an yang merdeka, dan bebas dari pengaruh
kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkkan hukum dan
keadilan. Penegak hukum bebas dalam memutuskan segala putusan tanpa ada intervensi atau

campur tangan dari pihak lain. Sehingga bersifat tidak memihak dalam menjalankan tugas
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memutus suatu perkara di peradilan. Kebebasan penegak hukum merupakan kewenangan
penting yang melekat pada individu penegak hukum dimana penegak hukum berfungsi
sebagai penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang konkrit tidak sekedar

substantif, penegak hukum juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum, dalam

rangka meluruskan peristiwa hukum rit sehingga penegak hukum dapat bebas

memberikan penilaian-penilai

atu kasus yang muncul di
besar masih
jalitas formal
akan me a il. menjalankan
akna melalui penemuan

ding) bahkan

u (rechtheeping) sehingg keputusannya

k hanya sebagai instrumen gai instrumen
enegak hukum dal ' um haruslah
seorang i i i egang teguh

kode eti

an, indonesia
adalah ya jaminan
dari pengaruh
kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkkan hukum dan
keadilan. Penegak hukum bebas dalam memutuskan segala putusan tanpa ada intervensi atau

campur tangan dari pihak lain. Sehingga bersifat tidak memihak dalam menjalankan tugas

memutus suatu perkara di peradilan. Kebebasan penegak hukum merupakan kewenangan
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penting yang melekat pada individu penegak hukum dimana penegak hukum berfungsi
sebagai penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang konkrit tidak sekedar
substantif, penegak hukum juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum, dalam

rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga penegak hukum dapat bebas

memberikan penilaian-penilaian dan p

putuskan dengan me erundang-Undangan ang sebagian besar masih
merupak ene jalitas formal
akan me anp uku . Apabila p gak menjalankan
tugasnysa : U ding) bahkan
mencipte i i i keputusannya
gai instrumen

kepentin . um haruslah

seorang i itanga : egang teguh

pentingnya pe m bagi Haki putusannya,

sehingga uensi daripoﬁ R(ESFA]RE dapat ditz menjadi dua

1. Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam

bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang

*Herlina Ratna Sambawa Ningrum,”Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas
Tanah Berbasis Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No.2, 2014, h.221
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jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-
tugas peradilan yang diemban oleh Hakim.
2. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi Hakim

harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang

dijatuhkan yang sesuai denga adilan masyarakat. Hakim dalam memeriksa

dan memutus perkara ali dirinya dengan pemahaman ilmu

hukum yang lu Hakim kecua aktis rutin juga ilmiah, sifat

pertimbangan hukum tusan yang secara

teoretis keadilan dan kebenaran, kim p ih mendalami

pa Kontinental yang bias civil | em dan secara
sistem peradilan Eropa Kontinenta diikat oleh
tuk dan sifat
sebelumnya,
seperti g of preseden
atau ket emang boleh
mengik atu keharusan
yang mengikat seperti dimaksud Pasal 1917 KUHPerdata bahwa putusan Pengadilan hanya
mengikat para pihak, tidak mengikat Hakim lain”. Tugas dan tanggung jawab Hakim dalam

sistem peradilan Eropa Kontinental adalah memeriksa langsung materi perkaranya,

*“Marwan Mas,”Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam
Putusan Hakim”, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No.3, 2012, h. 287
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menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara sekaligus
menerapkan hukumnya. Metode berpikir Hakim dilakukan secara deduktif, yaitu berpikir dari
yang umum ke yang khusus. Hakim berpikir dari ketentuan umum untuk diterapkan pada

kasus in-konkreto (aturan khusus) yang sedang diadili.

Indonesia yang secara t m peradilan Eropa Kontinental, para

Hakim sering pula mengi i sebaliknya di Inggris, Hakim
sering melepaskan diri i butuhan warga masyarakat
Anglo Saxon
(Commo pada prinsipnya me de induktif (b D ang khusus ke
aturan khusus
yang ke i menjadi aturan umum. laku sebagai

presede i in pada perkara sejenis, te atio decidendi

dengan a ebih cepat menjatuhkan yang sedang

demikian, Sistem H i hukum kasus

(case la enempatkan lalui pendekat: tif (inductive
reasoni preseden (Psk ndE Pﬂ nEnt). Pende duktif berarti
di adi berulang-

eden merupakan
bentuk (form) yang sistematik dari pelaporan kasus-kasus, struktur, dan organisasi yang jelas
dari Pengadilan. Saat pengambilan putusan, setiap anggota majelis Hakim memberikan

pertimbangan hukum (ratio dicendi) berdasarkan pendekatan induktif. Pertimbangan hukum

dapat dijadikan rujukan (reference) saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang
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sama berdasarkan tingkat hierarki Pengadilan. Setiap pertimbangan hukum dapat dianalisis
dan dikritik oleh warga masyarakat, kalangan akademik, dan praktisi hukum yang lain.
Putusan yang berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun putusan sebelumnya atas kasus
yang sama mengikat berdasarkan prinsip preseden, tetapi tetap dapat dikoreksi oleh

masyarakat. **

Pertimbangan h i anggota Hakim majelis pada

sistem peradilan Erop tal seperti Indonesia, lam surat putusan. Setelah

putusan ada anggota
majelis Hakim (minoritas) yang : pendapat dan putu ritas anggota
majelis insip pendaat
berbeda argumentasi

u tidak setuju

sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-
formalan. la berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia.

Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi

“Marwan Mas,”Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam
Putusan Hakim”, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No.3, 2012, h. 288
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sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga
keadilan teringgi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa

adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.*?

Menegakkan keadilan bukanlah ssekadar menjalankan prosedur formal dalam

peraturan hukum yang berlaku di tidaknya itulah pernyataan yang kerap

dicetuskan oleh Moh Ma enegakkan nilai-nilai keadilan
yang aca § semacam itu

bahkan an d 74 al demokrasi d 2 an keadilan

Pengadilan.
Semua 3 iperti i . Akan tetapi
mengape ap pe 3 iki ) yarakat yang

tidak p : i ilai i ama keadilan

dilan dengan
kepastia e ad_SE0ra e emilih_aspe lan sehingga
akhirnya kum tertulis
(hukum positif), guna hal tersebut Hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi
profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-

putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis

“’Bambang Sutiyoso,”Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”,Jurnal
Hukum, Vol. 2, No.17, 2010, h.221
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yang utama, beriintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang
berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta
logos). Jadi Putusan Hakim yang baik adalah putusan Hakim yang mampu memberikan

keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.*?

4.2. Eksekusi Ter Dalam Perkara No.

416/Pdt.G/201 i PA Pinrang
elesal, tahap
_______ ekusi - dapat
) yang pasti.

ukan secara sukarela, pihak yang

elaksanakannya. Sehi antuan  dari

anakan secara paksa.

. Jika dalam
jangka i ilaksanakan,

usan Hakim

Berdasarkan hasil wawancara ‘dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Pinrang Bapak Baharuddin, Pengadilan Agama Pinrang pernah memeriksa perkara

*Edi Rosadi,”Putuan Hakim yang Berkeadilan”, Badamai Law Jurnal, Vol. 1, No.1, 2016, h.
386
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warisan yang diakhiri dengan eksekusi oleh Hakim. Dalam kutipan wawancara

dengan Majelis Hakim, Bapak Baharuddin, beliau mengatakan bahwa:

“pada proses eksekusi itu maka bisa dikatakan dilaksanakannya eksekusi bila
kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan putusan secara damai atau
sukarela maka kita eksekusi. Eksekusi itu perampasan hak secara paksa dari
yang tidak berhak kepad k berdasarkan putusan. Kalau sudah
dilaksanakan putusa akan secara damai, dan biasanya
kalau tidak dila ita eksekusi secara paksa dan
kalau perlu Ki polisian dengan perintah

pihak tidak dapat mel ecara damai.

n putusan Pengadilan atan Hukum

adilan yang dieksekusi jadilan yang

epada salah satu pihak untuk uang, atau

benda tetap,

erlukan upaya paksa dilan untuk melaksa

PAREPARE

pad
Pengadilan
yang mempunyai title eksekusitorial adalah putusan yang bersifat ataumengandung
amar comdemnatoir, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan

constitutive tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam

*Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020
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menjalankannya. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada
kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan
Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan

yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa

(execution force).

Pelaksanaan pu kaian terakhir dari proses

erperkara atau pihak ya = atau tidak

akim, tidak memanfaatke ) am tenggang

mengajukan ‘upa sekusi dapat
akan setelah i inggi oleh pihak-
atan hukum
san Hakim
a Hukum Kasasi ke

Mahkamah Agung.

2. Segala upaya hukum telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara atau
pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan putusan Hakim.

Suatu putusan Hakim harus dapat di eksekusi karena gugatan atau tuntutan
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pihak yang memang tidak dapat direalisasikan. Kekuatan eksekutorial putusan
Hakim terdapat pada kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Dengan kepala putusan tersebut putusan Hakim dapat

dieksekusi.*®

Oleh karena itu, dala keta harta warisan tentunya juga

ng-Undang seperti adanya

n hasil wawancara oleh

si itu, yang melaku i itera, maka
untuk mengeksekusi ada haknya
gugat bukan merasa . tidak mau
suka rela maka diamb ya eksekusi.
Si biasanya juga pihak inta kepada
angan. kalau
inan untuk

Rijal diatas
bahwa proses elﬁlnagpnﬁ HE warisan hal t:rs:a(buf
an eksekusi
am eksekusi

tersebut dan juga ketika dalam proses: eksekusi ketika pihak penggugat meminta

*Faisal Ismail,”Tinjauan tentang Eksekusi terhadap Harta Warisan dalam Perkara Warisan
oleh Pengadilan Agama Siurakarta (Studi Kasus Putusan No. 5/Pdt.G/1996/Pa.SKA), Skripsi Sarjana,
h. 15

**Syamsul Rijal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 15 Januari 2020
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kepada Pengadilan untuk dilakukan sita jaminan maka hal tersebut dibenarkan dan
dapat dilaksanakan sita jaminan sesuai dengan permintaan penggugat atas harta yang

ada dilapangan.

Pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi harus ada permohonan dari pihak

yang memang dengan disertai eksekusi. Selain itu pada eksekusi
harus ada unsur paksaa ara yang ditugaskan karena

pihak yang kalah ti kan tetapi apabila pihak

dilaksanaka S ya paksaal da manapun.

ara, yaitu:

pihak yang
pihak yang

campur tan : : san dengan
uan ketua Pe j i arena dibuat
a acara pemenuhan pu C gkap dengan

an oleh dua

Pembahasan tentang tata cara sita jaminan meliputi dua segi. Segi pertama,
berkenaan dengan tata cara pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sedang
segi kedua, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan itu sendiri oleh

Pengadilan.
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1. Pengajuan permohonan dalam surat gugatan. Bentuk pengajuan
permohonan sita jaminan yang diajukan dalam sidang gugatan yang lazim
diajukan penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atau

conservatoir beslag secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus

bersamaan dengan pen tan pokok. Pengajuan permohonan sita

jaminan dalam kan dengan dalul gugat atau

ara. Bentuk

g kedua, p : sita jaminan

ing gugatan perkara, pe permohonan
servatoir beslag) dala , ahkan boleh
honan, sita jaminan ter : etapi bentuk

ecara lisan jaran j ek. Namun

enelitian ini
khsusn pahwa yang
menjadi objek keta yaitu adanya ak sawa as kura hektar yang
terletak di Desa Salipo, Kec. Cempa, Kab. Pinrang dengan batas-batas yang
penjelasannya dapat dilihat pada salinan putusan No0.416/Pdt.G/2016/PA.Prg bahwa

oleh karena gugatan para penggugat mempunyai alasan hak (sebagai ahli waris),

yerawaty Kojungan,”Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Sita Jaminan atas Harta
Perkawinan dalam Perkara Perceraian”, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Vol.2, 2015, h.3
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maka sepatutnya tergugat dan turut tergugat menyerahkan objek sengketa kepada
para penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka penggugat
memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang atau Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagaimana terlampir

dalam salinan putusan No.416/Pdt.

Oleh karena itu Hakim menimbang bahwa,

bagian masing-masi ris tersebut ditetap arkan Pasal 176 dan 180

Kompil al la Q.S. Al-
Nisa/4:

C3E ol gt ™
Py 1 Gl 50>
245 7 E; e =
2l 09 JUNCNCIPUNE

T _s 2 -g
Gt "SI &3
Terjem
ak-anakmu
orang anak
Maka bagi
itu seorang
-bapa, bagi
g meninggal

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
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Pada perkara No0.416/Pdt.G/2016/PA.Prg telah dijelaskan juga adanya sita
jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas keseluruhan harta objek sengketa
tersebut. Setelah berjalannya persidangan bahwa penggugat telah mengajukan

permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut permohonan sita jaminan

(conservatoir beslag) yang sebagai but dalam surat gugata penggugat.

Oleh karena itu hwa dalam proses eksekusi
sengketa harta wari sanakan putusan Hakim
secara

berhak an eksekusi a arta warisan d 3 ga dilakukan

ilan Agama

permoh j 3 ugat dengan

tujuan

menciptakan
at dipisahkan

dari hu ama untuk no hukum akan

a karena tid an i semua orang.

diartikan se ngga dapat dijq

dikenakpntn E Pﬁtn IEastian ters

bedoman bagi

pat dimaknai
syarakat. Hal
agar tidak me kan banyak salah ta epastia K apa a berarti hal yang

dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.*®

*®R Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13,
No.2, 2016, h. 194
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Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak
menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian
hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal kepastian berasal da asti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

Dalam kamus Besar Bahasa astian yaitu perihal (keadaan) pasti
(sudah tetap), ketentuan m adalah perangkat hukum
rga negara, jadi kepastian

negara yang

unjuk kepada pemberla as, tetap dan
konsiste nya tidak dapat dipeng

sifatnya atif, kepastian hukum itu

artian tidak
sistem norma
onflik norma
yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi

norma atau distorsi norma.*°

*R Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13,
No.2, 2016, h. 195
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Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses Pengadilan, sekurang-
kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls (2006)
dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai fairness. Prinsip-prinsip tersebut adalah

prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas

mengajarkan bahwa tindakan-tindakan iharuskan dan dilarang oleh aturan hukum
adalah jenis tindakan yang di asuk akal dilakukan atau dihindari
orang. Sebuah sistem g dialamatkan -orang yang berakal untuk
mengatur perilaku a, b ofo dan tidak boleh mereka
g tidak bisa

proses le insi t dapat kita

perluas riteria untuk sebuah yang harus

Eksekusi Perkara

416/Pdt.G/2016/PA.Prg yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pinrang atas nama Omming Binti Lahi sebagai penggugat |, Hj. Hajrah binti

Ladutona sebagai penggugat I, M. Tahir bin Laduatona sebagai penggugat Ill, Intan

%y ustinius Suhardi Ruman,”Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Jurnal
Humaniora, Vol. 3, No.2, 3013, h. 349
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binti Laduatona sebagai penggugat IV dan Saharuddin, S.H sebagai advokat melawan
Cerma alias Cemma binti Laduatona yang mana pada surat gugatan tersebut telah
dijelaskan bahwa beberapa harta peninggalan almarhum Laduatona bin Masse yang
menjadi sengketa terhadap ahli waris yang ditinggalkan salah satunya yaitu adanya 2
petak sawah seluas kurang 1 hektar yang terletak di Desa Salipolo, Kec. Cempa Kab.
Pinrang yang menjadi objek sengketa dan penggugat meminta kepada pihak
Pengadilan Agama Pinrang untuk dilakukan eksekusi.

Sebelum dilaksanakannya eksekusi tentu hal ini telah mendapatkan penjelasan
dari narasumber dalam hal ini Bapak Baharuddin terkait dengan hambatan-hambatan

yang ada pada saat eksekusi sengektaharta warisan, beliau mengatakan bahwa:

¥sebenarnya kalau masalah hambatan apa saja pada saat eksekusi itu yang
lebih tau Panitera sebenarnya karena dia yang terjun langsung di lapangan
beserta dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi. Tetapi secara
keseluruhan bisa saya katakana bahwa hambatannya itu bisa saja kalau
tergugat tidak mau dieksekusi hartanya maka dilakukan tindakan yang lebih
seperti misalkan menembakkan senjata ke langit sebagal peringatan, yang
pastinya kalau sudah eksekusi pasti ada hambatan-hambatan itu, itulah yang
jadi resikonya.”™

Penjelasan lebih lanjut yang dijelaskan oleh Bapak Panitera Pengadilan
Agama Pinrang dalah hal” int"Bapak-H. Imran mengenai hambatan-hambatan yang

dilalui pada saat eksekusi sengketa harta warisan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“kalau perkara yang kemarin itu agak sulit dieksekusi karena orang tua yang
menggugat kemudian anak yang menguasai objek. Pada prinsipnya yang
menjadi hambatan pada eksekusi itu sebenarnya tidak terlalu berat karena
memang biasanya setiap perkara ada penggugat dan tergugat. tergugat yang
menguasai objek. Kalau perkara 416 tahun 2016 kemarin yang menguasai

*'Baharuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di
Pengadilan Agama Pinrang, 17 Januari 2020
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objek itu anaknya sendiri sehingga biasanya ada tergugat. Jadi perkara ini bisa
dikatakan melawan orang tua dengan anak. Orang tua sebagai penggugat dan
anak sebagai tergugat karena dia yang menguasai objek. Jadi hambatannya itu
tidak terlalu berlebihan hanya sebatas pihak ketiga yang berusaha
menghalangi yang mengatasnamakan Bantuan Polisi. Tapi biar bagaimana
pun hambatannya tetap dijalankan. Maka sebelum eksekusi kita pihak
Pengadilan menggunakan pihak keamanan seperti polsek atau polres. Kalau
perkara ini menggunakan bantuan polres sehingga berjalan lancar.”

Berdasarkan keterangan yang tela disampaikan oleh Bapak Baharuddin diatas
bahwa dalam proses eksekusi sengketa harta warisan tentunya ada hambatan-
hambatan yang harus dilalui oleh pihak ;Pengadilan beserta dengan penegak hukum
lainnya /dan juga kepada para penggugat. Hal tersebut menjadi resiko tersendiri bagi
para penegak hukum dalam menjalani sebuah tugas yang harus dilaksanakan.
Berdasarkan keterangan yang disampikan oleh Bapak H. Imran sebagai Panitera
Pengadilan Agama Pinrang pada saat melakukan eksekusi terhadap sengketa harta
warisan pada perkara No. 416/Pdt.G/PA.Prg bahwa yang menjadi penggugat pada
perkara ini yaitu orang tua sendiri.kemudian-anak sebagai tergugat yang menguasai
objek sengketa tersebut. Tentunya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa antara
penggugat dan tergugat sendiri yaitu orang tua dengan anak sendiri dalam hal in
omming binti Lahi sebagai sPenggugat pelangCarmagalias Cemma binti Laduatona
sebagai  Tergugat: Pada prinsipnya dalameksekusi sengketa harta warisan yang
menjadi- hambatan pada perkara ini tidak terlalu berat atau sulit seperti yang
dikatakan oleh Bapak H. Imran sebagar Panitera Pengadilan Agama Pinrang karena
setiap perkara eksekusi tentunya ada Penggugat dan Tergugat. Pada saat eksekusi

sengketa harta warisan yang menjadi hambatan pada perkara ini yaitu adanya pihak

%2H. Imran, Panitera Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama
Pinrang, 3 Februari 2020
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ketiga yan berusaha menghalangi atau menggagalkan proses eksekusi tersebut
sehingga pihak tergugat mengatasnakan Banpol atau bantuan lainnya untuk

menguasai harta tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan dalam eksekusi

sengketa harta warisan terse imanapun hambatan-hambatan yang

dilalui oleh Pihak Pen kan tetapi, tetap memegang

Polsek atau Polres. Ps gketa harta
416/Pdt.G/2016/PA.Prg i adilan telah

rjalan dengan lan ke a prinsipnya
t n dilan harus

rkan prPsAemE P“R E’ta waris aka dapat

antara lain sebagai berikut:

53Analiansyah Rudanto,”Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
(Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh No0.0257/Pdt.G/2015/MS.Bna), Junal Hukum
Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1, No.2, h. 381
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1. Hambatan yuridis, pada umumnya para pihak yang mendaftarkan perkara
waris ke Pengadilan Agama telah memiliki keinginan yang kuat untuk
membagi harta warisan sebagaimana ketentuan hukum. Tidak ada keinginan

sama sekali mengupayakan melalui jalan musyawarah, karena upaya damai

telah ditempuh sebelumnya ti emberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Dengan demikian di Pengadilan Agama sebagai jalan
terakhir yang ¢ menyelesaika a waris diantara ahli waris
arganya yang telah meninggal (pewaris) dengan penuh
tama dalam

as kepastian

m pokok  perkara No. A.Prg yang

ilan Agama

p ugatan warisan yang
diupayakan perdamaian, baik oleh desa, tokoh
2but tidaklah
mengajukan
aka masing-
masing sing-masing
menga melepaskan
objek waris yang ada dalam penguasaannya atau akhirnya pihak yang kalah dan
menjadi termohon eksekusi cendereung melakukan perlawanan eksekusi walaupun
perkara telah memperoleh status berkekuatan hukum tetap.Terhadap perkara yang
diajukan tersebut Hakim mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dan

keadilan melalui putusan-putusannya, karena para pencari keadilan senantiasa
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berharap bahwa perkara yang diajukan dapat diputus oleh Hakim yang professional
dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga memenuhi rasa keadilan dalam
masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua

hukumnya (ius curia novit) yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui

putusannya.

Penolakan untu karela telah mengakibatkan

pelaksanaan eksek melalui upaya pa na pihak yang merasa

dan Jurusita
pimpinan ketua Pengad pihak yang

an memohon pelaksan: usi) kepada

sanakannya secara pak ) diusahakan

i kemanusiaan dan peri keadilan.”*
nan dari pihak
yang kuz menangguhk

membantunya. Tindakan Hakim dalam upaya penemuan hukum untuk memberikan rasa

asarkan bukti
i pihak ketiga
hkan hingga
menentukan

tidak dapat

keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

54Analiansyah Rudanto,”Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
(Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh No0.0257/Pdt.G/2015/MS.Bna), Junal Hukum
Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1, No.2, h. 381
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Pada prinsipnya pelaksanaan putusan Pengadilan semestinya dilaksanakan oleh
pihak tergugat yang kalah dengan sukarela. Namun apabila tindakan tersebut tidak
dilaksanakan, maka pelaksanaan suatu putusan Pengadilan dilakukan dengan upaya paksa

dan bila perlu menggunakan aparat kepolisian. Eksekusi tidak diperlukan jika pihak tergugat

sudah menjalankan putusan secara isertai itikad baik. Eksekusi bahagian dari

55
l.

penegakan hukum (law enfor -kaidah hukum materi

yang dilakukan oleh pihak
g dilawan itu
bantahan atau

3 bukan pihak

eh karena ia merasa berk g atau benda

yang d na barang atau benda disita atau

akan/sed aka ia berusaha untuk m

tersebut an bahwa benda atau baran rsebut adalah bukan milik
tergugat
demikian, bila pi -haknya dirugike suatu putusan

Hakim, ang bersarpln naEkaE/anan terh

atau barang

tusan Hakim
tersebut. usan Hakim
yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Eksekusi

dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak tergugat tidak bersedia mentaati

M. Syukri, Azhari Yahya, Iman Jauhari, “Eksekusi Terhadap Putusan Hakim yang telah
Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syari’ah Jantho”, Law Jurnal, Vol. 2,
2018, h. 479
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dan menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat tidak menjalankan pemenuhan
putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang

disebut eksekusi.

Dengan demikian, salah satu prinsip.yang melekat pada eksekusi, yaitu menjalankan

eksekusi secara paksa merupa timbul apabila pihak tergugat tidak

menjalankan putusan sec an menjalankan putusan secara

sukarela, maka tinda si tidak diperlukan. embahas prinsip atau asas
alam Bahasa
.............. S anva lancal 3 a, terkadang
hambatan terhadap suatu : a yang telah
belumlah sempurna apa kan. Karena
engajukan suatu gugatal i agar perkara

melalui putusan Pengadilz san itu dapat

rena itu, maka suat ondemnatoir

hukum tetap aitu kekuatan
IaksanakaP*anlEthRE/ang berla a penundaan
an penundaan
ang bersifat
menentukan. Seperti sudah dikatakan di atas, mungkin alasan yang sama berbeda penerapan
dan penilaiannya sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi.
Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan menunda eksekusi pada kasus tertentu, tetapi belum

tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lain.
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Disamping ada asas yang mengajarkan tidak ada patokan dan alasan yang berlaku
umum untuk mengabulkan permohonan penundaan eksekusi, ada lagi asas lain yang perlu
mendapat perhatian, yaitu penundaan eksekusi “yang bersifat eksepsional”. Artinya,

pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan” pengecualian “dari asas aturan umum.

Itu sebabnya penundaan eksekusi diseb “eksepsional,* karena tindakan penundaan
kusi. Ada beberapa alasan yang

enundaan eksekus

roses perkara

s alasan peninjauan kemb

s alasan perdamaian.

pihak ketiga
(derden tua PA, tidak
dapat dibanding dan/atau dikasasi. Pada putusan MA No. 1243K/pdt/1984 terdapat penegasan
yang menyatakan: Pertama, Penangguhan eksekusi yang dituangkan ketua PA dalam bentuk

penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (discretionair), dengan demikian merupakan

56Analiansyah Rudanto,”Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama
(Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh No0.0257/Pdt.G/2015/MS.Bna), Junal Hukum
Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1, No.2, h. 381
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kebebasan bertindak (discretionair bevoegdheid) yang diberikan undang-undang kepada
ketua PA; Kedua, Oleh karena itu, keberatan terhadapnya harus diajukan dalam bentuk
pengaduan dalam rangka pengawasan kepada ketua Pengadilan Tinggi (PT), bukan dalam

bentuk permohonan kasasi.

Proses penyelesaian sen dilan menghasilkan suatu keputusan
berupa keputusan yan adap putusan yang belum
berkekuatan hukum dapat dilakukan eksekusi.
menentukan
bahwa F 3 putusan dapa 3 lebih dahulu
lebih dahulu
anda  disebut
Uitvoerb akim, namun

dalam p : ulkan permasalahan bagi i ak mudahnya

pelaksa maka Hakim Pengadi als kan tuntutan

tersebut dibatalkan oleh Pengadilan tingkat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan
padahal terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan

sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan putusan serta merta tidak

5 Anisa Astri Nuraheni, Harjono,”Pelaksanaan Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan
No. 08/Pdt.G/ PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)”, Jurnal Vertek, Vol. 5, No.2, h.228
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hanya muncul setelah eksekusi tersebut dilakasanakan, ketika eksekusi tersebut

berlangsung pun muncul permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi.

13l
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BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pemaparan data dan analisis data yang ada pada BAB 1V, dapat

diambil kesimpulan mengenai proses pe ian sengketa harta warisan terhadap perkara

gugatan No. 416/Pdt.G/2016/P. sekusi sengketa harta warisan dan

juga hambatan-hambata us dilalui oleh p dilan Agama Pinrang beserta

dengan aparat

5.1.1. Jilan Agama

beracara di

. Tahapan yang harus gat tentunya
at gugatan yang bisa i uan Hukum

urat gugatannya telah a a di n di Meja |

Dacaan surat
nggugat dan
tergugat dan juga Majelis Hakim mempersilahkan kedua belah pihak untuk
mengajukan replik maupun duplik, setelah itu maka diadakan Pemeriksaan
Setempat, setelah itu maka kesimpulan oleh kedua belah pihak dan yang

terakhir adalah musyawarah Majelis dan pembacaan putusan.

81
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5.1.2. Proses eksekusi sengketa harta warisan berpedoman pada surat gugatan yang
telah diajukan oleh penggugat. Didalam surat gugatannya mengatakan
bahwa almarhum Laduatona bin Masse memiliki beberapa harta peninggalan

dan salah satu yang menjadi objek sengketa yaitu adanya 2 petak sawah

seluas kurang lebih 1 hekta jaimana dalam surat gugatan perkara No.

416/Pdt.G/2016/PA sekusi tentunya harus sesuai
dengan pera ‘ r apabila pihak yang merasa

elaksanakan putusan ‘He ang telah berkekuatan
ksekusi atas
5.13. n yang harus dilalui ak ilan Agama
gan pihak yang berperk mel an eksekusi
kara sebagaimana yang dalé nan putusan
6/PA.Prg bahwa dalam m akan si orang tua
tergugat dala ini Omming

inti Laduto a prinsipnya

enjadi ham a warisan te aitu adanya

ketiga Fn naE<P AGR Eak terg

tetap

etapi, sesuai
a penegakan
hukum harus benar-benar ditegakkan. Pada eksekusi sengketa harta warisan
khususnya pada perkara ini pihak Pengadilan telah berkoordinasi dan

meminta bantuan kepada penegak hukum lainnya dalam eksekusi sengketa
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harta warisan tersebut dalam hal ini pihak Kepolisian. Sehingga proses
eksekusi dapat berjalan dengan lancar.
5.2. Saran

Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan terhadap penelitian ini dan juga

terhadap peneliti lainnya mengena eta harta warisan diantaranya sebagai
berikut:
5.2.1. Kepada at bahwa dala ian harta warisan tentunya

dijelaskan dalam al-Qur’an bagi ian yang telah

liti selanjutnya yang an sengketa

bahwa dalam peneltian i purnaan dan

apkan juga untuk meng h dalam dan

if lagi dengan tujuan unut apat

akurat agat d jadi n khususnya
arta warisan

PAREPARE

a yang lebih

hal sengketa
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